NHARMOTTAMA. SATYA PRAJA

LAMBARAY DAFRAH KABUPATEN DAERAE TINGKAT IT SEMARANG
NOMOR € TAHUN 1992 SFRI B NO,. 1

PERLTURAYN DAERAH KABUPATRV DAERAH TINGKAT IT SEILRAKG
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTATG
RETRIBUSI TERMINAL KGVDARAAN ANGKUTAT
- PENUMPANG UMUM BIS DAW NON BIS

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESL :
BUPATT KEP:LA DAERAH TINGKAT II SEMARAIG

s

Menimbang ¢ ae bahwa dengan ditetapkannya Kepubu -
san Menteri Dalam Negeri Nomcr 82 -
Tahun 1990 tentang Retribusi Termi- 3
nal Angkutan Penumpang , pada tang- : 4
gal 2 Oktober 1990 ;¢ maka Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomox 4 /
Pd / 1974 tentang Mengubah Uhtul: Ke
empat Kali Peraturan Tats Tertid di :
Tempat Pemberhentian Otobis Dalan
Kabupaten Semarang dan Peraturan -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 6 Tehun 1985 tentang
Terminal dan Retribusi Terminal lo-
bil Angkutan Penumpang Unmum Fon Bis
Antar Kota dan Dalam Kota perlu di-
sesuaikan dengan maksud dan isi da—
ri Keputusan Menteri Dalam Fegeri
tersebut diatas 3

be bahwa. scesscove




ke

: be bahwa wntuk melaksanakan malksud tersebut
diatas y maka perlu mengatur dan menetap
kannya dalam Peraturan Daerzh tentang -
Retribusi Terminal Kendaraan ingkutan
Penunpang Umum Bis den Mon Bis 3

Mengingat ¢ 1e Undang - wmdang Nomor 5 Tohun 1974 ten~-
tang Poxok - pokok Pemerintahan di Dae=-
rah 3

2¢ Thdeng - mdang Fomor 13 Tahun 1950 ten
tang Pembentui<an Daerah -~ daerah Kabupa
ten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Te «
ngah Jise Undang -~ undang Homor 67 Ta -
hun 1958 tentang Perubahan Batas -Batas
Wilayah Kotapraja Salatisza dan Daerah
Swatantra Tingkat II Semerang dan Per -
aturan Pomerintab Nomor 16 Tsehun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daersh T -
ngkat II Semarang ;

3¢ Undeng - wdang Nomor 12/Drte Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerahs

4o Undeng - wndang Nomor 3 Telin 1965 ten-
tang Lalu Lintas dan ingiuten Jalan Ra=
Ja j§

Se Peraturan FPemerintak Nomor 5 Tabhun 1975
tentang Pengurusan Fertangmmg Jawaban
dan fenzawasan Keuangan Daeran j

6o Keputusan Bersama Menteri Ferhubungan
den HMenteri Dalem Negeri Fomor XKMe200 /
HK.004/PiB-~35 , Nomor 41 Tahun 1985 ten
tang Poelaksanaan Peratursn Femerintah —
Nomor 38 Tahun 1985 dan Ponatzsan Kemba-
1i Fungsi Terminal

Te Keputusan lMenteri Dalam Negeri Nomor 82
Tehun 1990 tentang Retribusi Terminal -

Angk'utan Pemlmpang eeocve



PR

Angikutan Penumpang 3

8e Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Semarang Nomor 10 Tahwn 1938 ten-
teng Penyidik Pegawai Negeri Sipil di -
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II
Semarang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu -
paton Daerah Tingkat II Semarang
MEMUTUSXLN 3

Menctapkan :PERATURLN DLERLH KLBUPLTAY DLERLH TLNGELT II>
SEMRNG TENTNG RETRIBUSI TERMIN..L KED/RL-
N LNGKUT.N PENUMP.ING UMUM BIS DA QN BIS i

BLB I
KaTyTUL  TMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daecrah ini yang dim sud 3
ae Pemerintah Daerzh adalah Pemerintah Xa -
bupaten Deaersh Tingkat II Semarsng ;

be Bupati Kepala Dacrah adalah Bupa’cz. Kepa-~
la Daerah Tingkat II Semarang 3

ce Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pen
dapatan Dzerah Kabupaten Daerah 11.104'040
I Semarang 3

de Dinas Lalu Lintas dan Jngkutan Jalan Ra-
ya adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan
ingkutan Jalen Raya Propinsi Dati I Ja -
wa Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat IT
Semarang ;

e. Kepala Torminal adalah Pimpinan di Termi
nal yang dijabat oleh Pegawai Cabang Di-
nas LLAJR yang diangkat dan diberhentikan

oleh Bupa'hi esscovsec
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cleh Bupati Kepala Daerah atau usul Kepala Cabang
Dinas LLAJR 3

fo Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Semarang 3

ge Tanda Pembayaran Rotribusi yang disingkat TPR ada -
lah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang
harus dibeli oleh Pengerndi kendaraan angkutan pe -
numpang umum bis dan non bis di Terminal ;

he Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angku -
tan jalan raya guna mengatur kedatangan y pembera -
ngkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angku-~
tan penumpang e

B4 B I
TERNINLL

Pasal 2

Terminal sebagaimana dimeksud Pasal 1 huruf h Peratu-
ran Daecrah ini[wajib disinggehi angkutan umm bis dan
non bis antar kota F wilayzh Kabupaten Daecrah Ting-
kat II Semarang ditetapkan olch Bupati Kepzla Pzcerzh .
F dalan
L JeRE Pasal 3
Kegiatan Operasional Terminal disesuaikan dengen fung—
sinya sebagal prasarana wtuk kepentingan angcutan ja—
lan raya guna mengatur kedatangan s pemberangkatan dan
berpangkalnya kendaraan bormotor angkutan penumpang e

Pasal 4

Pemberangkaten dan pemberhentian kendarzan angkutan
penumpang umum Termingl diatur oleh DLLAJR sesuai de -
ngan Peraturan Perunmdang-indangan yang berlaku .

Pasal 5 sesecvcscore
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Pasal 5

Selain Kendaraan Angkutan penumpang wmum bis dan non bis
baik antar kota maupun dalam kota serta angkutan penum -
pang yang bersifat insidentil wntuk keperluan wisata dan
sejenisnya ¢ dilarang memasuki Terminal tanpa ijin Kepa-—
la Terminal .

B.LB IIT
PWNGULLN D.¥ PENGGUN..UN RETRIBUSI
Pasal 6

(1) Sotiap kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non
bis yang masuk ke Terminal dikonakan Retribusi Termi
nal ;

(2) Sclain kendaraan sebagaimana dimeksud ayat (1) Pasal
ini Retribusi juga dikenaken kepada setiap pongm -
jung dan kendarzan tak bermotor yang masuk ke Termi-
nal 3

(3) Bagi pengunjwmg yang mengsunakan kendaraan baik ber—
motor maupun yang tidak bermotor dan menghontilkannya
di teompat parkir yang telah disediakan kepadanya di-
kenskan Retribusi Parkir j

(4) Di Torminal bis disediaken tempat wntuk penitipen /
parkir kendaraan bermotor dan fasilitas tempat cuci
lkendaraan

(5) Untuk kebersihan di linglamgan Terminal dilkonalan -
ounguiten .

Pasal 7
Besarnya Retribusi sebagaimena dimaksud Pasal 6 Peratu -
ran Dzerah ini adalah sebagai berikut
(1) Tarif masuk Terminal,untuk
ae Koendaraan bis cepat ; SCbeSAr eeeescee RpDe 600y~
(enam ratus rupiah) sctiap kali masuk .

be Kendaraan eeceeccce




(2)

(3)

be

Ce

de

Ce

fe

B o

Kendaraan Bis Lambat ; sebesar sseesss Rpe 300,-

(tiga ratus rupiah ) setiap kali masuk
Kendaraan Bis Kota ; scbesar sessseeses RDe 1505~
( seratus lima puluh rupiah ) sctiap kali masuk.

Kendaraan engkutan penumpang Umum Non Bis @

- Kendaraan antar kotay scbesar seeoes Rpse 2004=
( dua ratus rupiah ) setiap kali masuk $

- Kendaraan Dzlan Kota, sebesar eeseces Rpo 100,'-
( seratus rupizh ) setiap kali masuk g

Setiap pengmjing, sebesar eecesesceses RDs 50—
(lima puluh rupiak) setiap kali masuk e
Kendaraan Tidek Bermotory; sebesSar seee Rpe 100,-
(seratus rupizh) sctiap kali masul .

Tarif Parkir Kondarazn Bermotory wmtuk s

e

Ce

Kendaraan Roda duay sebesaTesssecsees [Pe 1005-
(seratus rupiah) sctiap kali parkir sampai deng—
an 2 (dua) jam dan Rpe 50,- (lima puluh rupiah)
untuk setiap jam kelcbikannya e

Kendaraan Roda Erpat, scbesar eceesss RPe 2004~
(dua ratus rupish) sctiap kali parkir ssmpai de~
nzgan 2 (dua) jam dan Rpe 100y- (seratus rupiah )
mtuk setiap jam kclebihannya e

Kendaraan lcbih dzri Roda Bmpat eevee ARDe 300,-
(tiga ratus rupiah) setiap kali perkir sampai de
ngan 2 (dua) jam dan Rpe 200;- (dua ratus rupi -
ah) wntuk sctizp jam kclebihannya e

Tarip Titipan Kendaraan 3

e

Sepeda Motor 3 sehoSAT seeeescesessces RDe 200,-
(dua ratus rupiah) setiap kali titip sampai de -
ngan 8 (delapan) jam dan Rpe 100y- (seratus ru-

piah) untuk setiap jam kelcbihennya e

be sepeda esecssvaccee



o

Ps Sepeda s SebCSAT sesescccsscsscessces Rpe 100 4=
(seratus rupiah) setiap kali titip sampai dengan
8 (delapan) jam dan Rps 50 s~ (lime puluh) rupi-
ah) untuk setiap jam kelebihannya e

(4) Kebersihan untuk kendaraan wmm bis dan non bis da—
lam dan luar kota s SeDeSAr seeseseccsces Rps 100 4—
(seratus rupiah) .

Pasal 8
Dikecualikan dari pungutan Retribusi sebagaimana dimak—

sud Pasal 7 ayat (1) buruf ¢ Peraturan Dacrah ini ada -
lah mercka yang berstatus scbagai

3e Pegawai/pe‘!rugas bagian Terminal Kabupaten Daersh Ti-—
ngikat II Semarang .

be Sopir, Kondektur dan pembantu sopir , dengan menwm -
jukkan identitas dari Direktur Perusahaannya .

Cce Penmakal tempat/Kios o

Pasal ¢

(1) Pinsutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 -
ayat (1) huruf a; by ¢ dan d Peraturan Dacrah ini
dilaksanakan dengan penberian TPR yang telah di por
porasi oleh Dinas Pendapatan Daerah .

(2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Passl 7 -
ayat (1) buruf e dan £, ayat (2) , (3) 5 (4) dan
(5) Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan pembo-—
rian Xarcis yang telah diporporasi oleh Dinas Ponda
patan Daerah ,

Pasal 10

Penggunaan hasil Retribusi , diutemakan untuk kepentingan
percliharaan Terminal .

BA B IV Gsevcdooos
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B4 B TV
PELAKSINZAN PINGUTYN

Pasal 11

Pelaksanaan pungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas
Dinas Pendapatan Daerah (petugas pernmgut) dan selan =~
Jjutnya secara bruto disetorkan kepada Kas Daerab .

B 4BV
PENG.D.AN DN PENJULLLN TPR
SERTA KURCIS

Pasal 12
( 1) Pengadaan TPR dilskukan oleh Dinas Pendapatan Dae -
rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengabh , sesual
dengan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendapa -
tan Daersh 3 kecuali TPR untuk kendaraan angkutan
penumpang umun bis dan non bis dalam kota oleh Di -
nas Pendapatan Daerah «

(2) Pengadaan Karcis scbagai tanda bukti pembayaran se-—
lain yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh
Bupati Kepala Daerah

Pasal 13
Penjualan Kupon TPR dilakukan di Terminal olch Dinas
Pendapatan Dacrah
Bl B. VI
PEMNUSNHN LEBEALT
Pasal 14

Pemusnahan sisa kupon sebagai benda berharga dilaksana—
kan oleh Bupati Kepala Dacrah cge Dinas Pondapatan Dae-
rah dengan disaksikan oleh Inspektorat Wilayah Kabupa -
ton Daerah Tingkat II Scmarang dan dibuatkan Berita Lca
ra Pemusnahan yang ditanda tangani oleh kedua unsur ter

sebut sesual eweoa

i~ o,
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sebut sesuai ketontuan yang berlaku .

BAB VII
TATA TERTIB DALAM LINGKUNGAN TERMINAL

Pasal 15

Kepada mereka yang berada di Terminal diwajibkan untuk
mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Terminals,

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 16

Dilarang berjualan didalam areal Terminal 4 kecuali
ditempat~tempat yang[diten‘hﬂcan/disediakan mtuk ke -
perluan tersebut ;3 telah

Kepada para pemakai tempat/kios yang berads didalam
areal Terminal dikenakan Retribusi yang besarnya di-
tetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku .

Pasal 17

Pedagang dilarang mendirikan s menambah dan mengubah
bangwman berupa apapun didalam a‘bau[dihalaman Termi-—
naltanpa ijin Kepala Terminal . pun

Pedagang yang hendak mendirikan , menambah atau nengu
bah bangman terlebih dabulu harus mengajukan permo-
honan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerzh lewat Ke-
pala Terminal .

Untuk mendirikan s menambah atau mengubah bangman di
dalam atau di halaman Terminal diatur oleh Bupati Ke-
pala Daerah dengan memperhatlkan ketentuan-ketentuan
yang berlaku .

Bengunan yang-didirikan atas permintaan sendiri , bia
yanya dibebankan kepada yang berkepentingan dan ba.ngg
nan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Dacrahe.

Pasal 18 8eeccceessoe



Pasal 18

Untuk ketertiban dan keindahan , kepada pedagang diwa-
jibkan mengatur penempatan barang dagangennya sedemi -
kian rupa sehingga tampak rapi dan indah serta tidak
membahayakan keselamatan wmum dan tidsk melebibi batas
tempat yang menjadi haknya e

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 19

Untuk menjaga kebersihan , keindahan dan keamanan

kepada pedagang diwajibkan menyediakan kotak sam -
pah dan alat pemadam kebakaran pada tempat berjua-
lan yang dapat digunakan olch masyarakat e

Pembuangan sampah harus langsung dimasulkan ke da-
lam kotak sampah dan sctiap kali penuh , pedagang
yang bersangkutan wajib membuangnya ke dalam Bak
Sampah di Terminal yang telah disediakan e

Selain kowajiban-kewajiban tersebut ayat (1) dan
(2) Pasal ini , pedagang yang menghasilkan sampah
cukup banyak wajib membuang sampahnya langsung ke-—
dalam Bak Sampah Torninal yang telah disediakan

Pasal 20

Semua Pedagang di dalam Terminal dilaranzg 3

ae Mengalihkan sSurat Ijin pencmpatan ¢ Kartu Tan -
da Pengenal Podegang s Kartu Langganan Retribusi
atau Karcis kepada orang lain yang tidak berhak
wntuk digunakan scolah-olah scbagai pemakai tem
pat berjualen yang sah 3

be Meonempati tempat jualan yang bukan haknya atau
lebih luas dari tempat jualan yang ditentukan
baginya 3

Ce Menjual barang-barang yang mudah menimbulkan ba-—
haya kebakaran atau bahaya~bahaya lainnya »

(2) Siapapun sessoce
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(2) Sizpapun didalam Terminal dilarang s

as Membawa kendaraan atau alat pengangkut barang pada
torpat yang tidak discdiaken wtuk itu sehingga
mengganggu lalu lintas umunm g :

be Bertempat tinggal didalam Terminal

Co Hasuk kedalan Terminal dongan maksud sebagai pelo-
pas uang (rentenir) baik secara terang-torangan
maupun secara terselubung , boerjudi , meminta sum-~
bangan/derma 3 pengenis, pengamen y pemuling,; ©aloy
pedagang asongan s penyemir sepatu dan lain scba -
gainya 3

de Masuk kedalan Terminal dalan keadaan mabuk , gila
atau menderita luka-luka yang tidak terpeliheara
atau penyakit menular 3

ce Hengubah , merusak, mengotori Lalamen , los, bangu
nan dan peralatan serta barang-barang inventaris
Terminal .

fe Menyalakan api yang depat menimbulkan bahaya kcba-—
karan dan bahaya lainnya .
BAB VIII
PELAKSAN./JXN D/N PENG.AWASAN
Pasal 21

Pclakksanaan Peraturan Daersh ini diserahkan kepada
Dinas Pendapatan Daecrah dan pengawasannya dilaltukan
olch Pagian Hvkum pada sctwilda Tingkat II Scmarang .

BA B IX
KETETTULN PIDLANA DAN PENYIDIKIN
Pasal 22

Peclanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, 144 15, 16
ayat (1)y 17, 48 dsn 19 dan 20 Peraturan Dacrah ini

diancam dengan eeeese

[UR YrrmpTe—.y

BTy v ——

A D e e L

o A e s AN . i
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diancan dengan hukuman huuw gan selama~lamanya 3 (tigza)
bulan atau denda sotinggi-tingsginye Epe 50.000q—~ 2lima
pulvh ribu rupiah) o

Pasal 23

Sclain Pejabat Penyidik Umuiz , penyidikan atas tindakean
p*ﬂcva sebagziranz dinaksud " agal 22 Peraturan Dacrah
ini depat QL_,aquce.n Juga oich P*n,y1 dik Pegawal Nezeri
Sipil dilinglnmgsn Pemerintah Daerah yang pengangkatan,
kewenangan dan dalan mnjalankan tugasnya berdasarkan

Peraturan Pommiansan yang berlaku o
Bi3B3 X
KETATTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini eskan diatur kemudian olch Bupati Kepzala Dacrah se—
panjang mengenai pclaksanaannya e

Pasal 25

(1) Peraturan Dacrah ini rulai berlaku pada tanggal di-
mdangkan 3

(2) Dengan borlalkumya Peraturan Daerah ini naka Pora‘bun-
ren Daerah Kabupaton Scmarang Nomor 4/Pd/ “974 ter

tang Mengutal Untuk Keempat Kall Poraturasn Tata ’»‘o
tib di Teapa’ renberhantien Otobis Dalan Kab pat 3
Senerang yang dimdangken pada tunggaa. 2 Juni "O?‘»
dun Peraturan Dacrah Kabupaten Paerah Tingkat I
Scnarzng Nomor 6 Tehwm 1985 tentang Terminal dan
Retritusi Terminal Mobil Angkutan Ponumpang Ui
Non Bis Antar Kota Dan Dalan Kota yeng telah diwn-
dangkan pada tangzal 7 Oktober 1985 dan dimmat da -
lagn Lenmbaran Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat IT

Semarang s28ev00cese
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Semarang Nomor 1 Tahun 1985 Seri B dan semua ketontu~
an yang bertentangan dcngan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku lagi .

Lgar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , nemerintah

kan pongundangan Peraturan Dacrah ini dengan ponermatannya
dalan Lenbaran Daerah Kabupaton Dacrah Tingkat II Scnarange

Ungaran ¢ <29 Januari 1992

DEWAN PERW.KILAN RIXYLT BUP.TT XEP.LLA DLAZRAH TINGKLT II
D.LBRAE KLBUPLTIN DiERAH SEMALRANG

TIVEKLT IT SEMLRNG

N »
BTUTL

Cap tid. Cape ttde -

SOBPLRBO Drse HLRTOIO
Disahkan dengan Keputusan Gubcrnur Kepala Dacrah Tingkat I
Jawa Tongah tanggal 2 Mei 1992 Noe. 188.3/186/1952 .

Diundangkan dalan Lenbaren Daersah Kabupaten Dacrah Ting ~
kat II Scnarang tanggal 22 Mei 1992 Scri B Nonor 1 Tahun
1992 «

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttde
Drs. DJOKO DWILNGGONO S.

PEMBINL TINGKLT I
NIP. 500031834 .




PENJELASLYN
A TAS
PERATURAN DLERLH XK.BUP.TEN DLER'H TINGKLT II SIMARING
NOMOR 3 TLHUN 1992
TENTLNG
RETRIBUSI TERMIN..L KENDLR.UN NGKUTXN PENUMP.LNG UMUN
BIS D.N NON BIS

I. PINJEL.S.N UMUM o

Dengan neningkatnya pembangunan disegala
bidang di Wilayah/Pcnerintah di bidang lLngkutan Pe
nuopang s naka Peraturan Daerah Kabupaten Scnarang
Womor 4/Pa/1974 tentang Mengubah untuk Kcorpat Ka-
1i Peraturan ‘ata Tertib-di tempat Pemberheontian
Otobis dalan Kabupaten Scmarang yang diwmdangkan
pada tanggal 2 Juni 1975 dan Peraturan Dacrah Ka -
bupaten Dacrah Tingkat II Scmarang Nomor 6 Tahun
1985 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil
Ingkutan Pconunpang Urmn Non Bis Antar Kota dan Da=
lan Kota sudah tidak scsuai lagi dengen perkenbang
an keadaan schinggza perlu ditinjau dan disesuaikan
lagi dengan Keputusan Menteri Dalan Ilcgeri Nomor
82 Tahun 1990 tentang Reotribusi Terminal ingkutan
Penunpang dan Kcputusan Bersama Mentori Pcrhubu -
ngan dan Menteri Dalan Negeri Nomor K 200/MR 004/

Nomor 41 Tahun
PHB-85 tontang Pclaksanaan Poraturan Pomorintah No
19385

nor 38 Tehun 1985 dan Ponataan Kembali Fungsi Ter-
ninal .

II. PENJSLLSAN PLSLL DML PiSLLe

Pasal 1 8/d 9 ¢ Cukup jelas e

/ Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang dan adanya kebijak Pasal 10 ecessco
Sanazr

mﬂ.ﬂ.ﬁdi



Pasal 10

Pasal 11

Pasal

.Pasal 12 ayat (2)

Pasal 13 s/d 20
ayat (1) adan b

Pasal 20 ayat (1) c:

Ps

S

d

al 20 ayat (2)
25

12 ayat (1) :

°
L d

o
e
o
©

oo

Hasil pungutan Retribusi Terminal
diarahkan untuk pemeliharaan Ter-
ninal nammn tidak seluruhnya e

Cukup jclas e

Tanda pembayaran retribusi wmtuk s

aes Bis cepaty Bis Lanbat dan kon-—
darzan [ngkutan penuvrmang Ummm
Lntar Kota menggunakan Xupon
TPR yang dikcluarkan olech Pro-
pinsi Dati I Jawa Tenzah .

be Lngitutan Penumpang Uonuz Hon Bis
Dalan Kota dan Bis Kota mongzu
naizan Kupon TPR yang dilkeluar—
kan olch Bupati Kepzla Dacrah
Tinglrat II Scnarang .

Cukup jelas .

Cukup jelas .

Barang yang neninbulkan bahaya
kebakaran antara lain s nercon
spiritus, dan sebagainya e

Cukup jelas .




